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TENITANG
PETUN.XI,IK PEN.,AKS.ANAAiY PITOGRAN4 SUESTI}N

BER..ES BAGT MASVARAKAT BER.PEhIDAPATAI{ RENDAEI BI PR.OVNNST
SUMATERA BA.R.AT' T'AE{UN 2A76

lMeninnbang

OEAIGAN RAHM.&T T'UF{AN YANG N/AAETA ESA

; a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
merupakan irnplernentasi dari Instruksi Presiden Nornor 5 Tahun
2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Fenyaluran
B erps oleh Fernerintah;

b. bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rurnah
Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi
kebutuhan beras;

c. bahwa berdasarkan Fagu Beras bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah Tahun 2016 yang ditetapkarPemerintah terlaksina dengan
teratur, perlu menetapkan Fedoman Umum Program Subsidi BeraS
Bagi Masyarakat Eerp.gndapatan Rendah;

d. bahw6 berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalanr
huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Feraturan Gubernur
tentang Petunjuk Pelaksanaan Beras Bagi Masy arakat Berpendapatan

Reudah -Prorr-insi Su-matera B arat T-ahu-u 28 1 6 ;

Vtrengingat Undang-Undang Nomor 5l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatamtra Tingkat tr Sumatera Barat, Jambi dan R.iau

sebag.ai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nornor 112, Tantbahan Lembaran Nlegara R.epublik
Xndonesia Nornor 1646);

IJndang-Undang Nomor 18 Tahun 2A'12 tnntang Pangan (I-embaran
Negara ttepubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tarnbahara

Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nornor 5360);

{Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan

Daerah (L-emba-ran Nsgara &epublik Iqdqncsia Tahuu ZAL4 Nomor
244, Tarnbahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nonoor 5587)
sebagairnana telah diubah beberapa kali, teraktrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undar,!-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan

Daerah (tr.enrrbaran Negara Republik trndonesia Tahun 20n5 Nomor

5E, ttannbahan Lembaran Negara R.epublik trnctronesia Noffior 5579);

L.



4.

5.

6.

10.

11.

1

(,
o.

9.

Feraturan Fernerintah Nomor 17 Tahure 2015 tentang Ketahanan
Fangan dan Gizi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 60, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5680);

Feraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian
Perusahaan Umum Bulog, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara
R.epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2}rc tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubafi dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nornor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 42Tahun2010 tentang Tirn
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/I(ota;

Keputusan Fresiden Nomor 118 Tahun l99B tentang Tim
Femantauan Ketahanan Fangan ;

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahtrn 2009 tentang Koordinasi
Fenanggulangan Kemiskinan;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utarna
Perusahaan Urnum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-
12/07/2A03 tentang Pelaksanaan Prograrn Beras Bagi Masyarakat
Miskin;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahrn 2Ol0 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Kabupaten/Kota;

MEM{JTIISKAN:

PERAT{.IR.AN GUEERN{]R TENTANG PET'LINJIII( PELAKSANAAN
PROGR.AM BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
R.ENDAH DI PROVINSI SLIMATER.A BAR.AT TAHUN 24rc.

Pasal 1

Fetunjuk Felaksanaan Prograne Beras Bagi Masyarukat Berpendapatan
Rendah Di Provinsi Sumateru Barut Tahun 2016, merupakan penajaman
dari Pedornan Urnum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
R.en{ah.

Pasal2

Petunjuk Felaksanaan Frogram Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah Di Frovinsi Sumatera Baxat Tahun 2016, sebagaimana tercantum

dalarn lampiran rnerupakan bagian tidatrc terpisahkan dari Peraturan

Gubernar ini.

NIenotaptr<an



Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pelaksana di Kabupaten lKota,
untu-k kela-usara-n oBg-ras-iona!, -keua-ngan sa-mBai dc-ngan
pertanggungiawaban administrasi .

Pasal -4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Proyinsi Sumatera B ant.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal I i,i*ver:br:::: 2016

UMA*TERA BARAT,

Diundangkan di Padang
pada tanggal I ;i6,rt.:r'i:e,:.

SEKRET S DAERAH

PROVINSI

BERITA DAERAH PROVINSI SLIMATERA BARAT
TAHLIN 2016 NOMOR : (7

20t6



I,AIWFIRAN : PEI+ATIiRAN GUEERI{UR SUPX/X.T'ERA BAR.A.T'

NCIMOR. z 67 fAEUI\i, g4j6

T'EFIT.{FIG : trET{]NJUK PELAKSAN.{AII PR.OGRAM tsER.AS BA.GI
MASVARAKA.T BER.PBND.4,PAT'AN R.ENDAI{ D[
PROVENSI SUMATERA B.{R,AT TA.HUN 2O16

EAE I

PENDAX{LILUAN

A. Latar Belakang
Rencana Fembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2Al5 -2AW

ditetapkan rnelalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung
pelaksanaan Nawacita ke -3, ke -5 dan ke -7, yakni membangun Indonesia dari
pinggiran dengan rnernperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup
marursia trndonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor strategis ekonorni dornestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Feningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran citake-7 dari Nawacita dalann
RPJI\fi'{ 2013-2019 menekankan perlunya pernantapan ketahanan paflgan melalui
p.eningkatan pro.duksi p.angan pokok, stabilitas harga bahan parLgan, terjarninnyapangan
yang arnan dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya
kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2Arc merupakan tahun ke -2 datram
pelatr<sanaan RPJil/N 20 I 5 -20 19 .

Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggarun tahun 2016
diarahkan untutr< menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target
Suhsidi Beras tsagi Masyarakat tserpendapatan R.endah di tempatkan Pemerintah dalam
agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan panganbernutrisi.

Fangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai kornoditi strategis yang
dilindungi oXeh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Femeriratah Indonesia rnemberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan
pangarn nasional. Xndonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait
"dengan pangan, yaitu Universal Declaration of trIuman Right (1948), Rome Declaration
on World Food Security and World Food Sumrnit L996, serta Millennium Development
Goals (MDGs). Dalann kesepakatan MDGs dunia intemasionaltelah menargetkan pada
tahun 2015 setiap Negara ternasuk fndonesia tolah sepakat menurunkan kerniskinan dan

kelaparan sarnpai separuhnya.

IsdoRes-ra, 95% d?g.iqrulah Bcn-dudu.klya mettgkonsuusi beras scbagai pangan-

utarna, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar lUzkgljiwaltahun (BPS,2013). Tingkat
konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60
kgikapitaltahun. Dengan demikian Indonesia rnenjadi Negara konsumen beras terbesar
di dunia. Beras r'":enjadi komoditas nasional yarlg sangat strategis. Instabilitas
porberasan nasionai dapat n'ren-gakibatkan _gejolak dalam berbagai aspek lcehidupan baik
sosial, potritik maupun ekonomi.

Feranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar

dibandingkan dengan konnoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan

dan kesehatan. Sr.mnbartgan rnakanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Marct 2013

tercatat sebesar 73,s2oh.Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 20tr2

yang sebesat 73,50Yo. I(ornoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis

kerniskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan

b-awang.m-erah



Tantangan yang dihadapi Indonesia dalarn rnemerangi kerniskinan dan kelaparun
antara laire melambatnya penurunan angka ncemiskinan yaitu rataqata per tahun h*yu
sebesar 0,37yo, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan
rnemberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah
terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. pada
bulan Maret 2013 angka kerniskinan di Indonesia tercatat sebesar l'L,37Yoatau sebanyak
28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengafigguran masih cukup tnggi, meskipun telah
berhasil diturunkan dari I 1,24yo pada tahun 2005 meqiadi 6,32%o pada bulan Februari
zAn.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat tserpendapatan Rendah merupakan
trmplementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Fresiden
nrenginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Femerintah non Kementerian
tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan
upaya peningkatan penclapatan petani, ketahanan pangafl, pengembangan ekonorni
pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan
menyalurkan beras bersubsidi bagi kelornpok masyarakat berpendapatan rendah, dan
rawan pangan yang penyediaannya mengutarnakan pengadaan gabah/beras dari petani
dalam negeri.

. Fenyaluran Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah bertujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam mernenuhi kebutuhan pangan.
Selaire itu 3'uga untuk moningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam
penaenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek
strategis Frogram Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan
pelatr<sanaan penyaXuran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta
pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut
Fedorman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah 20'!,5.
Fedornan ini rnerupakan kebijakan naakro dalam pelaksanaan Prograrn Subsidi Beras
Eagi Masyarakat tserpendaptatan R.endah secara nasional, sedangkan untutr<
kebijaksanaan penaksanaan di provinsi difonnulasikan dalarn suatu panduan yang
disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarukat Berpendapatan
R.endah Frovinsi Surnatera Barat Tahun 2016.

ts. Ketentuan {.Jmurn
1. EAST' adalah Eerita Acaru Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan R.endah berdasarkan SPA dari Bupati/Walitr<ota atau Pejab at yang
difirnjuk, yang ditandatangani Perum tsULOG dan Pelaksana Distribusi.

2. DPM-I adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi masyarakat
berpendapatan Rendah di desalkelurahan/l<enaganan yang menjadi dasar
Fenyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di
desalkelurahan/pemerinfahan setingkat. DPM-1 telah mengakomodir hasii
perubahan RTS-PM melalui mekanisrne Mudes/]vluskelArlusnag, jika diperlukan
pemutakhiran.

3. IlPnd-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi rnasyarakat
Bcrpondapatan R.endah di desalk ehxahankenagarian.

4. B'ormulir R.e[<apitulasi Fenggarnti (F'RF) adalah Formulir pencatatan R.TS-PM
yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras
Eagi Vlasyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawarah
desalkelurahan/pemertntahan setingkat.

5. IITR ad,alahTlarga Tebus Subsidi Beras tsagi Masyarukat Berpendapatan trLendah
di Titik Distribusi (TD).

6. Ketompok Kerja (FoE<ja) adalah sekelornpok masyarakat yang terdiri dari aparut
desalkelurahan/pemerintahan setingkat dan beberapa orang yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh l(epatra Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat sebagai
Feiairsana Distribusi S ubsidi B eras B agi Masy ar akat B erpendapatan R-endah.



7. Kelomapok Masyanakat (Fokmaas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok
rnasyarakat di desa/kelurahan/pernerintahan setingkat yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/T.urah/I(epala pemerintaha setingkat sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi,
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

8. Kemaasam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah adalah kemasan
yang berlogo tsULOG dengan kuantum 15 kglkarung dan atau 50 kglkarung

9. Kualitas Subsidi Beras tsagi Masyarakat Belpendapatan Rendah adalah beras
mediurn hasil pengadaan Ferum BULOG sesuai dengan Inpres Kebiiakan
Ferberasan yang berlaku.

10. Musyawarah Desa (Mudes)flVlusyawarah Ketrurahan (Muske[) adalah forurn
pecemuan ffNlsyawarah di tingkat desalkelurahan/kenagarian yang melibatkan
aparat desalkelurahan/pemerintahan setingkat, kelompok masyarakat
desa/keh.uahan/pemefintahan setingkat, TKSK dan perwakitran RTS-FM Subsidi
Eeras Bagi Masyarukat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan
Seternpat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk rnemutakhirkan data RTS-PM.

ltr. Frflusyawarah Kecamoatan (Muscama) adalah forurn perternuan rnusyawarah cXi

kooarnatan yang melibatkan Catnat, Kepala Desal[,urah/Kepala pemerintahan
setingkat dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu
dengan tidak rnengubatr jumlah pagt kecamatan.

tr2. tragu Subsidi Beras Eagi masyarakat Berpendapatam Rendah adalah alokasi
.lumtrah Rumah Tangga Sasaran Fenerima Manf,aat Subsidi Beras tsagi Masyarakat
tserpendapatan Rendah (RTS-PM) atau jurnlah beras yang dialokasikan bagi RTS-
FM Subsidi Beras tsagi Masyarukat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional,
provinsi atau kabupatenlkota pada tahun tertentu.

13. PelaH<sama Dis,tribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Benpendapatan Rendah
adalah Kelornpok Kerja (Pokja) di Titik Distibusi (TD) atau Warung Desa
(V/ardes) atau Kelompok Masyarakat (Fokmas) yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/T-urah/tr(epala pemerintahan seternpat.

14. trerunbaham Daftar Fenerima Manfaat (DFM) adalah kegiatan validasi RTS-PM
oleh nrusyawarah desa/kelwahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-
PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Beqpendapatan Rendah yang tepat dan
dituangkan dalam DPM-I.

15. Fetum3u[< Fe[al<sanaam (.nu[<trak) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi
Beras tsagi Masyarukat Berpendapatan R.endah di tingkat provinsi yang disusun
sesuai dengan situasi dan kondisi seternpat sebagai penajarnan dari Pedoman Unrum
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

tr6. tretunejuik T'eflmis (.Iuknis) adalah panduan petraksanaan Prograrn Subsidi Beras
Bagi Masyarakat tseqpendapatan R.endah di tingkat kabupatenlkotayang disusun
sesuai dengan situasi dan kondisi seternpat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi
Beras Eagi .Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras tsagi
Masyaratr<at B eqp end ap atan Rendah.

L7. Frognam Saabsidf Beras tsagi Masyarakat Berpemdapatam Rendah adalah
prograrn subsidi pangan (beras) bagi masyarukat berpendapatan rendah.

trS. R.unmah Taugga Sasanam Fenerima Manf'aat Prognarn Subsidi tseras tsagi
Masyarakat Benpendapatan Rendah (RT'S-PM Subsidi Beras Bagi masyarakat
herpendaglatan R.endah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari
Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah tahun 20L6 yaitl
Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-I (Daftar Penerima Manfaat-l) Subsidi
Eeras tsagi MasyarakatBerpendapatan Rendah tahun 2016.

19. Sat[<er Subsidi Beras Eagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan ker.la
pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyanil<at Berpendapatan Rendah yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Ferum BULOG.

20. SF.& adalah Surat Fennintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau

Fejabat yang ditunjuk kepada Perum BIILOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi

Eeras Eagi MasyaraX<at Eerpendapatan Rendah.



1.

2.

3.

21. Surat Ferimdsfu Femyera&am Bareneg (SPPB)/Potrivery Order (DO) adalah
perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan
urenyerahkan Suhsidi Beras Bagi Masyaa'akat Berpendapatan Rendah.

22. T'itik Bagi (T'B) adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Eerpendapatan R.endah yang strategis dan terjangkau oleh R.TS-PM yang telah
disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RT'S-PM setempat.

23. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan
Subsidi Beras Bagi Masyamkat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada
Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di
kantor/balai desa&elurahan, atau lokasi train yang disepakati secara tertulis oleh
Fernerintatrr Kabupaten &(ota dengan Ferum EULOG.

24. Temaga Kesejahteraan Sosial I(ecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi
tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas /instansi
sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu
untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah, sesuai dengan wilayah penugasan di
tingkat kecamatan

25. T'irm Koordimasi Pemaarggulangan Kenoiskinan (TKPIC) adalah wadah lintas
sektor dan lintas pernangku kepentingan dalam rnengkoordinasikan dan
rnengendalikan program penanggulangafl kerniskinan di daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota). TI(PK diketuai oleh Wakil I(epala Daerah (Wakil Gubernur,
Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TI(PK adalah Kepala tsappeda di Frovinsi
atau Kabupaten/Kota.

26. Warung Desa (Wardes) adatrah lembaga ekonomi di desa/kelurahar/kenagarian,
baik rnilik masyarakat, koperasi maupun pernerintah desalkelurahan/kenagarian
yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang
Xainnya yang ditetapkan oleh Tirn Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyaratr<at
tserpendapatan R.endah l(abupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat
penyeralaan Subsidi Beras Bagi Masyarukat Berpendapatan Rendah dari Ferurn
EUI,CG.

BAB II

TUruAN, SASAR.AN DAN ]\&{NFAAT

Tujuan

Tujuan Frogram Subsidi Beras Bagi IVfasyarakat Berpendapatan Rendah adalah
rnengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran rnelalui pernenuhan sebagian
kebutuhan pangan beras.

Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras tsagi MasyaraT<at Berpendapatan R.endah Tahun 2016
untuk Provinsi Sumatera Barat adalah berkurangnya beban pengeft.raran 575.431 RTS
datram rnencukupi kebutuhan pangart beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan
alokasi sebanyak 15 kglRTS/bulan.

iManfaat

Manfaat prografiI Subsidi Beras Bagi Masyarakat Beqpendapatan Rendah adalah sebagai

berikut:

a. Feningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekaligus sebagai

nrekanisnae perlindungan sosial dan penan ggulangan kemiskinan.

h. Feningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi

(harga jual yang ter.jangkau) hepada RTS.



Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
Stabilitas hargaberas di pasaran.
Fengendalian inflasi rnelalui intervensi Pemerintah dengan rnenetapkan harga beras
hersubsidi sebesar R.p. tr.600,- lkg, dan rnenjaga stok pangan nasional.
Membantru perturnbuhan ekonomi di daeratrr.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalana rangka pela"ksanaan Frogram Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
R.endah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga, Instansi
Provinsi terkait dan Instansi Kabupaten/I(ota terkait dalam pelaksanaan program serta
pertanggungiawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya
maka dibentuk Tirn Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarukat Berpendapatan Rendah di
pusat, provinsi, kabupatenlkota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat EerpendapatanRendah di desalkelurahar/pemerintahan setingkat.

A. T'im Koon'dfimasfl Suhsidi Beras Eagi Masyarakat Berpeudapatan Rendah Fusat
tugas, fungsi, struktur dan keanggotaan tercantum dalamPedoman Umum (Pedum) tahun
201,6.

E. T'im Koordiuaasf, Suabsidi Beras Bagi Masyarakat Berpeudapatan ll.endah Frovinsi
Gubernur bertanggungtrawab atas polaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarukat
Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan rnembentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi
sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tirn Koordinasi Subsidi Eeras Bagi Masy arakatBerpendapatan Rendah Provinsi adalatrr

pelaksana Frogram Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi,
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Melakukan koordinasi perenoanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi,
pernantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta

melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Pusat.

3. Fungsi

Dalarn melaksanatr<an tugas tersebut, Tirn Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan R.endah Provinsi mempunyai fungsi:

a. Koordinasi perencanaar!, dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan

Frograna Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi.
b. Fenetapan Fagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Kabupaten/I(ota.
c. Fenyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Frogram Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Eerpendapatan Rendah tahun 2016,
d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarukat

E erp endapatan R.endah.

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Frogram Subsidi Beras Bagi Masyarukat

Berpendapatan Rendah di Kabup aten/Kota.
f. Fenanganan Pengaduan di Provinsi.
g. Pembinaan terhadap petratr<sanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras

Eagi Masyaralmt tserpendapatan Rendah Kabupaten/I(ota.

h. Fenaporan petraksanaan Subsidi Eeras tsagi hdasyarakat Berpendapatan R.endah

tr<epada Tirn Koordinasi Subsidi tseras tsagi Masyarakat tserpendapatan R.endatr Ftlsat.

c.

d.

e.

L.



4. Struktur Tim l(oordinasi Subsidi Eleras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendatl
Provinsi

Tim Koordinasi Subsidi Beras tsagi Masyarakat Berpendapatan R.endah Provinsi terdiri
dari penanggungiawab, ketua, wakil ketua I, wakil ketua trtr, sekretaris, dan beberapa
anggota bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran,
mronitoring dala evaluasi, serta pengaduan rnasyarakat o ydfrg ditetapkan dengan
Keputusan GubernLlr.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat BerBendapatan R.endah
Frovinsi

Tim tr(oordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Beqpendapatan Rendah Provinsi
beranggotatr<an unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain : Sekretariat Daerah
Frovinsi, tsadan Ferencanaan FembangunanDaeruh (Bappeda),Badan/DinaslLembaga
yang berwc\ ienang dalarn pemberdayaan rnasyarukat, Dinas Sosial, BPS Frovinsi,
tsadan/Dinas/Kantor yang berwewenang datrarn ketahanan pangan, Ferum BITLOG
Diwe Sumbar, serta lernbaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, yang ditetapkan
datrann Keputulsan Guhen'nur.

Tirm Koondinaasi SubsicXi Beras tsagi Masyarakat Berpendapatan R.endaEq

Kabupatem/I(ota, sebagairnana diatur dalarn Fedoman Urnum Subsidi Eeras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah dan struktur keanggotaannya ditetapkan dalam
X(epuhrsan ts upatTWalikota.
Tim Koordimasi Suhsidi Beras Eagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kecarnatan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan R.endah dan strukur keanggotaannya ditetapkan dalarn Keputusan Carnat.
PeHaksama Distnihusi Subsidi Beras tsagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di
desa/ketruaraham/ pemerintahan setinght, sebagaimana diatur dalam Fedoman Umurn
Subsidi Boras Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah dan mernbentuk Pelaksana
Distribusi Subsidi Beras Bagi }vtrasyarakat Berpendapatan R.endahyang ditetapkan dalarn
Keputusan Kepala DesalLurah/I(epatra perneri.ntahan setingkat.

tsAB IV

PERENCAI{A,AN DAN PENGANGGAR.A}I

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah 2016 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatam dan Belanja
Negara (A.PBN) Tahun 2016 sebagaimana tertera dalam Fedornan Umum (Pedum) tahun
201,6.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

li. Pembuaatan Pamdaram Felal<sanaam Fnograma Suhsidi Beras Bagi Masyaral<af
Benperadapatan Reqdah

Dalam pelaksanaan Prograrn Subsidi Beras Bagi Masyarukat Berpendapatan Rendah

diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman

berbagai pihak baik ditingkat provinsi, kabupatenlkota, kecarnatan dan

desa/kelurahanlkenagarian maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Frogram

Subsidi Beras Eagi hdasyarakat Berpendapatan R.endah. Panduan pelaksanaan Progrcm

Subsidi Eeras tsagi Nlasyarakat Beqpendapatara R.endah terdiri dari Fedoman Umum
(Fedumr), Fedornan K-husus, Fetunluk Felaksanaara (.Tl"lklak), dan Fetunjuk Teknis (Juknis).

D.



L. Fenabuatan Pedoman Urnum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah dan Fedoman I(husus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endafi
dibuat oletr Kementerian/Lembaga terkait

2. Femhuatan Fetunjuk Felaksanaan ( Juklak) Frogram Subsidi Beras bagi Masy arul<at

tserpendapatan Rendah dibuat oleh Frovinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur :

a. tserisikan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, berupa spesifik untuk setiap
provinsi sebagai kebijakan provinsi sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi
Eeras Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah, dengan tujuan untuk rnengatasi
berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program
Subsidi E eras E agi Masy ar akat ts crpcndap atan Rcndah.

b. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarukat Berpendapatan Rendah disampaikan dan
dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
R.endah Fusat.

3. Fem,buatan Fetunjuk Teknis (Juknis) Prograrn Subsidi Beras tsagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dibuat oleh Kabupaten/tr(ota dalam bentuk Peraturan
Bupati/Walikota :

a. Berisikan kebijakan masing-rnasing pemerintah kabupaten/kota, dalan upaya untuk
mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalarn
pelaksanaan pro gram S ubsidi B eras B agi Masy arakat B erpendap atan Rendah.

b. Julcnis Subsidi Beras tsagi Masyarakat Berpendapatan R.endah disampaikan dan
dilaporkan kepada Tirn Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyuakat Berpendapatan
R.endah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendata Fusat.

B" Femetapam Fagur Swbsidi Eeras Eagi Masyarakat Eerpendapatan ltendah

1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional Tahun
2015, tertera dalam Pedoman Urnum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah.

2. Fenetapan Fagu Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah Frovinsi

a. Fagu Subsidi Beras Bagi Masyarukat Eerpendapatan Rendah Provinsi tahun 2016
merupakara besaran jurnlah Rumah Tangga Sasaran yang rnenerima Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah pada tahun 2016 disetiap provinsi atau
j'umlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras tsagi Masyarakat
tserpendapatan F.endah disetiap provinsi pada tahun 20L6. Pagu Subsidi Beras Bagi
IV{asyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk Sumatera Barat
besaran pagu berjurnlah 49.577.580 kg atau 49,577 ton, untuk dibagikan kepada
275.431 I{TS-PM selanaa 12 bulan atau sebanyak 15 kglRTS/bulan atau 180

kglRTS/tahun.

b. Fernerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Subsidi Beras

tsagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Otonom bagi rurnah tangga yang dianggap
miskin yang tidak tennasuk dalam data RTS-FM untuk program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat tserpendapatan Rendah tatrun 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD
sesuai dengan kemampuan.

3. Fenetapan Fagu Subsidi Beras tsagi MasyarakatBerpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

a. Pagu Subsidi Beras tsagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/tr(ota tahun

2015 merupakan besa-ran jumtah Rlunah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi

Beras Bagi Masyarakat tseqpendapatan Rendah pada tahun 2016 disetiap

kabupatenlkota atau jurnlah beras yang dialokasikan untuk R.TS - PM Subsidi tseras

Bagi Masyarakat di setiap kabupaten/kota pada tahun 2016.



b. Fagu Subsidi Eeras Eagi Masyarakat Berpendapatan R.endah Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Gubemur dengan mengaou pada pagu Subsidi Beras tsagi Masywakat
Berpendapatan R-endah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Fembangunan Manusia dan Kebudaya an pada waktu penetapan pagu provinsi.

c. Pernerintah Kabupaten/tr(ota dapat mernbuat kebijakan untuk menambah Pagu
Subsidi Beras Eagi Masyarukat Berpendapatan R-endah Otonom bagi rurnah tangga
yang dianggap rniskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program
Subsidi Beras bagi Masyarukat Berpendapatan Rendah tahun 2016. Kebijakan ini
didanai oletrr APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Fenetapan Pagu Subsidi Beras Bagi rnasyaral<atBerpendapatan Rendah Kecamatan dala
Desa/KelurahanlPemerintahan seternpat.

a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2016 merupakan besaran jumlatr Rurnah
Tafigga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyamkat Berpendapatan
R.endah pada tahun 20tr6 disetiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan
setingkat atau jurnlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras tsagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kecamatan dan
desa/kelurahan/pemerintahan setin gkat pada tahr.m 20 16.

h. Fagu Subsidi Beras Bagi MasyarukatBerpendapatan Rendah untuk setiap kecamatan
dan desM<elurahan/ pemerintahan setingkat ditetapkan otreh Bupati/Walikota.

c. Fagu Subsidi lleras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disuatu
desalkeltrahan/pemerintahan setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke
desa/tr<elurahan/pernerintahan setingkat lainnya, kecuali rnelalui Muscam yang
ditrakukan atas perrnintaan 2 (dua) desalkelurahan/pemerintahan setingkat atau lebitr
sebagai tindak lanjut Mudes/futruskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing - masing
desa/keftrrahan/pemerintahan setingkat.

C. Ferubahan Daftar Fenerima Manfaat (DPM)

Dalamr rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan pelaksanaan MudeslN4uskel untuk
memperbaharui Daftar Fenerima Manfaat (DPM), sebagaimana tercantum dalam Pedornan
Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi MasyarukatBerpendapatan Rendah tahun 2A16.

D. Feluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah

Dalam hal peluncuran dan sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
R.endah mengacu kepada Pedoman Umurn (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat
tseqpendapatan Rendah tahun 2A16.

E" Pernantauan dan Evaluasi

Datrarn hatr pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
tserpendapatan Rendah terrnasuk pelaporan mengacu kepada Pedoman Umune (Pedunt)

Subsidi Beras Eagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

X{. Pelaksanaan Fenyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai

Titik Distribusi (TD)

X. Fenaksanaan penyaluran Subsidi Eeras tsagi Masyarakat Eeqpendapatan trdendah sanrpai

TD rnenjadi tugas dan tanggung jawab Perum EULOG

2. Fen1r6(iaan berus untuk ILTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan

R.endah dilalrutr<an otreh Perurn BULOG dalarn kemasan berlogo Ferum B{.ILOG dengan

kuamfuna 15 kg/karung dan atau 50 kglkarung.

3. R.encana Fenyaluran

{Jntuk menjarnin kelanoaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat

tseqpendapatara R.endala Ferum BULOG bersarna Tirn tr(oordinasi Subsidi Beras tsagi

iV{asyarakat Belpen"dapatan R.endah flxenyusun renoana ponyatruram bulanan yang

dituangkan danam SrDA.



4. Mekanisme Fenyaiuran

a. Eerdasarkan Pagu Subsidi Beras tsagi Masyarukat Beqpendapatan Rendah
Eqpari/trYa1ikota./i(efua Tim l(oordinasi Subsidi Eeras tsagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah trfubupaten/Kota atau Fejabat yang
Bupati/rl/alikota rnenerbitka:r SPA kepada Perum BULOG.

b. Berdasarkan SPA, Perum EULOG raenerbitkan SPPE/DO beras

ditunjuk oleh.

untr-rk masing*
masing keoarnatan atau desa/kelr,rahan dengan atau tarupa rnenunggu peluncuran
resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat tserpendapatan Rendah pada a,,val
tzahrlnturHt.

c. Sesuai dengan SPPB/DO rnai<a Perum EIJL{)G menyalurkan heras sampai ke TD,
termasuk apabitra terjadi penggantian beras.

d. Sebelunr penyaluran, dapat, dilaktilran pengecekan kualitas beras oleh Tirn
Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat tserpendapataa Rendah/Pelaksaaa
l*9ic+rilu;si di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang.gIDU IUt

clitandatangani oietrr P.*rr* tsULOG dan Tirn Koordinasi Subsidi tseras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/I(ecamatan/Pelaksana
I\i-+-i1^,.-i
.I.-/IJLI IULTJI

e. Serah terima beras antaxa Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Boras
Eagi &iasya,rakat Berpendapafan Rendah/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD rlan
dil:uat BA-qT;,ang difaadatangani oleh kedua belah pihak.

f. Fada priasipnya penyaiuran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Rendah dilakukan
seiiap bula*. iixa terdapat kebijaka-n de"erah de;r atas kendala er-item lain rnus;iu
pa$en, konciisi gegrafrs, lkiimiauaca, cian nnmbatafi transporiasi, sc.hingga
ner.;,e1,,1p;'; Sul:si<ii Bcras Bagi Masyarakat Berpendapatau Rendah tiriak mrurgkinuvu Y atts.

iiiuirukut seirara rutin seiiap butan disuatu rvilayah, rnaka penyaluran Subsidi Biras
',r.,'i ?oriesrw:irekal Brrpcurlapaier..r F-cgiiail tiapai diatur lebiir lanjut di dalarn iuknis
oleh Pei-fierirriah daerah serempal-

g. i{husus unf*k pcn;ralurr,n $ubsidi Bcras Eagi klasyarakat tscrpenCapatan P-cndah Ci

Kdt:tisp'4se1i. Kei:ri:lauan Mentavsai dilr-a;'euakar kondisi ciarrahnya y?,n-q suiit. iian
lra:rsportasi argkutan ka.pal l:ararg kay:.i sulit rmtuk di asuransikan, n'raka TD eii
?.-+*.L.r-*' **-:,-.,f: 'ln .li; :".*!^1. c',,.=i ( ..!.-,.. r..e,=ir-intrrr !ts+c' rlcr"i +,trtlrr--..: Q-i IT /){lLdiiiijdii iaf.viijr;Ur iii U.GIJ jLiijii.:ai! &i7iii i U&tr l/vtrElrrrltcrr UUro!, uoar Eusaurg PvDvv
r!1-'!--1" ia;,,r:r sa:irpe!. dibagikur kepauia F-'fS-l'I\{ intjaii tr*rgg**gielral: fer*::rietuK -:j

B{.ii,O(i, 'y-aag diatur iehih laniiit di dalam .lriknis.

G. Pelaksaraaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi IVIas5rarakai Berpendapatan Rendah dari TD ice
T--A

i. Fenyaiurran SubsiCi Beras Bagi N{asyarukat EeipenCapatan F.endah Cari TD ke TB
sarnpai RTS-PM me4jadi tangg;r,rrg jawab' pemerintah daerah (provinsi dan

Ifu'nr-rpateniKota)

2. Tilor. Koordinasi Suirsi<ii Beras Bagi Vlasyarakat Botpendapa.tan RendaJr/Peiaksana
t

Distri'rusi Subsicii Beras Bagi h4asyarakat Berpendapatan R.endah harus meiakukan
pengeceka-r kuaiitas tia:r kuantiias bcras yang diseiairirair oleh Perurn BULOG di TD.

3. Apabila kuairtitas rian kuaiitas Subsidi Beras Bagi Masyaialiat Berpendapatan Rendail
firli;lr r:lcrr;r!, mska Tun l{ccr:diuasi SubSi*i Eeras .Bagi M,Zsyarakat BerpenCapata;rgr**r\ dvJgcr.rt

R.r:illlai:iP,Jia.i.:sana Disiribusi iiarus iangsu:rg nnengembalikan kepada Perurn BULOG
dalam wak[:r; selaflri:ai-iartrbaieya 2 ,,- 24 jem, harus rnengganti*ya Cenga::- kuaiitas dar

irr.raniitas yang sesnai

zl. liaiarn hal pongeinhalian $uirsidi r3sres tlagi il4asy*akat Belpendapatan R.endah atas

kriariiitas. riali k,;ali-ias yaiig ticiai< sesuai bagi iokasi gcogarls ciaerah yang iokasi

gctrgrafisriya suii'r, ierrrrasuk daeizii yarlg rrertipaiiiaa dcierciii hepuiauun ttiasiir dapar

d.i-i;ea-ikan 'waktu ta,mbaha;: 2 x 24 iazr; lagi lrri*t;6*:€*&iika* kepada F*rtiit B{JT-CC

u:rtuk diganii <!an diatur dalarn Juknis.

f, rj^.^'.--!"*^-. l*trsidi Ijeias l*agi fui'as;yai'r:i;.at Berpendapai.an Renriati ,jari TO iie TB d.aiiJ. I',;uYitf*Iclll r)
i\ri!:-i :\i' ''--)at diiaki,i.:.*n i+ecaia reguie-r aieh iieiomp,-* i.eqja i.P.;iqjai, atau Feiai{sanai_j i .{_i--!i./i (.,rt?

Disiliiltrsi- aia-u iiieiaiiri Wa'rung Dcsa. i{cioiiii:tiit lvjasyaraiiai.



'l

x{. Fenyaluran Subsidi Beras Bagi Masy arakatBerpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

L, Uumk meffiildmatrkaft biaya tra*spentasi penyaluran $ubsicli Eeras Masyarukat
Eerpendapatan Rendah dar. Tts ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang
strategis dan nnudah dijangkau oleh RTS-PM.

2. Pelaksanaan penyaluran dari Tts kepada RTS-PM dilakukan oleh Felaksana Diskibusi
Subsidi Masyarakat Berpendapatan R.endah dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi
hdasyarakat Eerpendapatan Rendah kepada RT$-PM sebanyak 15 kg&TS/bulan,
selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-Z, selaqiutnya dilaporkar kepada
Tfun Koordinasi Subsidi Beras B.ag Masyarakat Berp'endapatan Rendah
Kabupaten/Kota melalui Tim I(oordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
E *ryondapatan Rendah Keearnatan

n" Fembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarukat Berpendapatan Retrdah (HTR) sebesar
Rp. 1.600,-/kgdi TD.

2. Pembayaran }ITR 'dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Eagi
M,asyard<at Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secaxa tunai. Pelaksana
Distribusi Subsidi Beras Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan R.endah langsung
i'nenyetorkan uaxg }ITR tersebut ke rekeaing Perum BUI,OG melalui bank setempat
atau disetorkan iangsung kepada Perum BULOG setempat.

3. Apabilapembayaran IITIT Subsidi Beras Bagi MasyarukatBeqpendapatan Rendah tidal<
dapat ,tlitrakukan -cegcra, nraka masih dapat diberikan tenggang waktu paling lambat. 7
hari setelah diterirnanya beras oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah darr telah rnenyerairi<annya kepada RTS-FM,

4,. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh PJS-FM sesuai dengan HTR Subsidi
Esras Bagi l,{asyarakat Beqpendapatan Rendah sehesar F.p.i.500,*4rg. r\pabila ada

biaya tambahan dalam penyaluraa dari TD ke 1-B yang kurang atau tidak dialokasikan
cialarn fuPBD dapat dibantu oleh masyatal<at secara suka rela <ian diatur dalarn Juknis.

"n" Fembiayaan

1" Sesuai dengan Perafuran Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penvediaan,

Fenghitungan, Fernbayarafi dan Pertanggung Jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah, I(uasa Pengguna Angguan (KPA) mengatur rnekanisme
pembayaran Subsidi'Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata caru

verifikasinya.

2. Eiaya penyeXenggaruafi dan pelaksaaaan Prograrn Subsidi Beras Bagi Mas,rrarakat

Beqpendapatara Rendah, seperti : biaya clisiribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan

dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/safegwrding dari

APBN daa AtrBD dan/atau Ferum tsULOG.

BAB VI

PENGENDALIAhI

PENG,A$/AS,AN

Fengawasan petaksafiaatr penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah dilaksanakan oleh Eadan Pengawasan Keuangan dan Pembangsnan (EPX(P),

lnspektorat, KementerianlLembaga dan daeruh" sesuai dengan peraturan perundang'

undangan.
PELAPOR.AN

Felaksanaan penyampaian pelaporan program Subsidi Bcras tsagi Masyarakat

Berpendapatan-R.endun, *.rrguau kepada aturan dalamPedoman Urnurn (Pedum) tiubsidi

Beras Eagi futrasyarukat Eerpendapatan Rendah tahun 2016-

A.

r-,
-D.



BAB VII

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah menggunakan aplikasi berbasis website dan mengacu kepada aturan dalam Pedoman
Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah tahun 2016.

BAB VIII

PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat
berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka
membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaaflrlya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah
yang berhak (RTS-PM) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan aturan
dan ketentu an y ang berlaku.

Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
(Juklak) ini adalah merupakan panduan tambahan selain Pedoman Umum (Pedum) yang
diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan untuk hal-hal yang bersifat lebih spesifik lokasi yang
sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalam
Julcnis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/I(ota.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Bagi Masyarukat
Berpendapatan Rendah Tahun 2016 maka Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.


